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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan perjuangan pergerakan
kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan
selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.?

Memperhatikan Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) di atas, membuktikan
bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi rasa keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur. Indonesia juga memiliki Pancasila sebagai dasar negara, maknanya
Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan,
pembentukan peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara.

Fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai pedoman hidup,
disini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia
Pancasila harus menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan. Pancasila

Sebagai Jiwa Bangsa, harus menjadi jiwa dari bangsa Indonesia yang harus

terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di

! Teks Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Alinea
Pertama.



Indonesia.

Pancasila sebagai kepribadian bangsa, menjadi identitas bangsa Indonesia,
oleh karena itu Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia,
atau dengan kata lain Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu pun
peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai cita-cita bangsa,
Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan
negara dan cita cita bangsa. Sebagai bangsa Indonesia harus mengidamkan sebuah
negara yang punya Tuhan Yang Esa punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu,
selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial. Dalam Pancasila
terdapat nilai-nilai dan makna-makna yang dapat di implementasikan dalam
kehidupan sehari-hari.

Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Mengandung makna
bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum,
karena Indonesia berdasarkan atas negara hukum. mengakui persamaan derajat,
persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Menempatkan
manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Menjunjung tinggi
nilai kemanusiaan. Bertingkah laku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku
di masyarakat.

Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia. Mengandung
maksud bahwa setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang
layak sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam setiap lini kehidupan. mengandung

arti bersikap adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang



lain. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Seluruh kekayaan alam dan
isinya dipergunakan bagi kepentingan bersama menurut potensi masing-masing.
Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan
peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata.
Penghidupan disini tidak hanya hak untuk hidup, akan tetapi juga kesetaraan
dalam hal mengenyam pendidikan.

Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila
diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak akan ada lagi
ditemukan di Negara Indonesia ketidakadilan, terorisme, Kkoruptor serta
kemiskinan. Dalam Pancasila sudah tercemin semua norma-norma yang menjadi
dasar dan ideologi bangsa dan negara, sehingga tercapai cita-cita sang perumus
Pancasila yaitu menjadikan Pancasila menjadi jalan keluar dalam menuntaskan
permasalahan bangsa dan negara.

Sebagaimana disebutkan di dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), “Negara
Indonesia adalah negara hukum”. Menjunjung tinggi rasa keadilan dan menjamin
semua warga negara, sama dalam kedudukannya dimata hukum tanpa ada
perkecualian. sebagaimana makna Pancasila sila kedua, Kemanusiaan yang adil
dan beradab. Hukum diposisikan sebagai pengaturan penyelenggaraan Negara,
Pemerintah dan sekaligus pengaturan perilaku warga negara dalam kehidupan
sehari-hari. Posisi hukum menjadi sangat penting, semua masalah disepakati dan
dipercaya bila diletakkan dalam kerangka pengaturan oleh hukum.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum

(rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Indonesia



menerima hukum sebagai ideologi negara untuk menciptakan Kketertiban,
keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya
adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara
Indonesia.
Setiap warga negara Indonesia yang baik mempunyai kewajiban menjunjung
tinggi hukum yang berlaku, dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai
negara hukum, maka diperlukan tanggung jawab dan kesadaran bagi warga
negaranya. Tanggung jawab dan kesadaran itu harus diwujudkan dalam
tingkah laku dan tindakan setiap orang yang ada di Indonesia. Sejalan dengan
dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting adalah adanya
jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, oleh karena itu
setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum atau asas
persamaan dimata hukum.?

Hukum juga mengatur tingkah laku manusia dalam dimensi kehidupan
politik, sosial dan pertahanan keamanan. Kebutuhan untuk menjalankan hukum
dalam pelaksanaannya selalu mendapat perhatian banyak pihak, karena
menyangkut perlakuan atas hak-hak individu dan tuntutan kehidupan yang
keduanya terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Penerapan hukum dalam
kesehariannya tidak selalu berjalan dengan baik, selalu ada permasalahan ketika
hukum masuk kedalam masyarakat, antara lain permasalahan pada pencapaian
kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Salah satu aparatur negara yang menjalankan fungsi hukum adalah
Kepolisian Negara Republik ldonesia. Disebutkan di dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1

angka (1) yang dimaksud Kepolisian adalah “Segala hal-hal yang berkaitan

2Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafita, Jakarta
2006, HIm. 127



dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”.
Pasal 1 angka (2) “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Pasal 1 angka (3)
“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki
wewenang umum Kepolisian”. Pasal 2, “Fungsi kepolisian adalah salah satu
fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat”.
Peranan ideal pihak kepolisian disebutkan dalam Undang-undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang
menyatakan bahwa Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya dengan
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (pasal 4). Sedangkan peran yang
seharusnya pihak Kepolisian dirumuskan : “Kepolisian Negara Republik
Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam Negeri.?

Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) merupakan
aparat penegak hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Tugas dan
kewenangan Polri berhubungan erat dengan masyarakat sipil pada umumnya,
Polri sebagai pelindung masyarakat atau public protector. Salah satu tindakan
polri adalah penyidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pasal 1 angka 2,

disebutkan“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta

% Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
h.197.



mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Pasal 1 angka 1 “Penyidik adalah
pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan”.
Proses penyidikan adalah proses pemeriksaan dalam perkara pidana guna
mendapatkan informasi yang cukup, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti
mengenai perkara tersebut dan guna menemukan tersangkanya.
Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau di duga sebagai tindak
pidana. Tindakan penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan
mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang di temukan
dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan
pelakunya.*

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah mencari bukti-

bukti yang dapat membuat jelas suatu perbuatan pidana. Untuk dapat memidana

terdakwa minimum ada dua alat bukti yang sah. Alat bukti diatur dalam Pasal 184

ayat (1) KUHAP, Alat bukti yang sah ialah:

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

C. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa.

4 Harahap Yahya I, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan
Dan Penuntutan, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h.109.



Pasal 183 KUHAP, ditentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila
pengadilan,karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat
keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah
bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.Ketentuan ini adalah untuk
menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang,
bahwa ketetuan Pasal ini maka unsur-unsur dapat memidana tedakwa itu adalah
minimum ada 2 (dua) buah alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, bahwa suatu
tindak pidana benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannnya.

Keterangan terdakwa, dalam hal ini adalah bertujuan untuk memperjelas
informasi mengenai perbuatan pidana dan tidak untuk membuat terdakwa
mengakui perbuatannya. Kenyataanya tidak begitu, di dalam praktek proses
pemeriksaan, lebih menuju untuk membuat seseorang mau mengakui suatu
perbuatan pidana yang terjadi, sehingga dalam proses ini sering cara-cara yang
digunakan adalah penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik
agar tersangka mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Hak-hak tersangka sering kali diabaikan, penyidik cenderung
memperlakukan tersangka sebagai objek pemeriksaan, akibatnya sering terjadi

tindakan sewenang-wenang. Pemeriksaan semacam itu lebih dikenal dengan



sistim pemeriksaan Inquisitoir, yaitu kedudukan antara pihak yang memeriksa
dengan pihak yang diperiksa tidak sama. Sebenarnya sistim ini sudah tidak
dipakai lagi, seharusnya yang dipakai adalah sistim Accusatoir, sistim
pemeriksaan dimana kedudukan antara pihak yang memeriksa dengan yang
diperiksa sama, didalam sistim ini pihak yang diperiksa dipandang sebagai subyek
dalam suatu pemeriksaan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan
Kepolisian : Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang
dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk
mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang
mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau
kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta
terbinanya ketenteraman masyarakat. Dalam Pasal 3 huruf ¢ : Proporsionalitas,
yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang
antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri,
sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;

Tidak adanya saksi, oknum-oknum polisi yang melakukan tindakan
pemukulan ataupun penyiksaan sulit untuk diajukan ke pengadilan. Karena itu
tersangka yang merasa mendapatkan penyiksaan dan penganiayaan harus berani
mengungkapkannya, agar tidak menjadi tindakan yang umum bagi penyidik

terhadap tersangka. Tindakan tersebut memperlakukan seorang tersangka dengan



kehendak dan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang

yang diperiksa.
Pengakuan tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan maupun sidang
pengadilan menurut hukum acara pidana, pernyataan pengakuan sebagai
pelaku dan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,
pengakuan tersebut tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang
sempurna, menentukan dan mengikat. Berbeda dengan Hukum acara perdata
yang menjadikan pengakuan yang bulat dan murni adalah merupakan alat
bukti yang sempurna dan menentukan (volledig en beslinsende bewijs-
kracht).®

Jelas ini diluar tindakan penyidik yang semestinya dilakukan, penyidik
dalam melakukan proses pemeriksaan tidak dibenarkan memaksa ataupun
menyiksa tersangka yang tujuannya agar mau mengakui perbuatan yang
dituduhkan, karena belum tentu juga dia yang melakukan perbuatan pidana itu,
kalaupun benar dia yang melakukan perbuatan pidana itu, dia tetap harus
dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap yang menyatakan kesalahannya ( asas praduga tak bersalah ), apalagi dia
bukan yang melakukan perbuatan pidana itu.

Penjelasan umum butir ke 3 huruf ¢ KUHAP “Setiap orang yang disangka,
ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan,
wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan Hukum tetap”. Dalam
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas

praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1),“Setiap orang yang disangka,

ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap

> Harahap Yahya Il, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Cet. II,
Pustaka Kartini, Jakarta, 1983, h.860.
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tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya
dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.”

Tersangka seharusnya ditempatkan pada kedudukan manusia yang
memiliki hakikat martabat, dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Tindak
pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan.Sehubungan dengan
penyidikan tak lepas dari proses penangkapan tersangka yang di duga kuat oleh
penyidik melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP
“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara
waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna
kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Kalau definisi ini dibandingkan dengan bunyi Pasal 16 yang mengatur
tentang penangkapan, maka nyata tidak cocok. Pasal 16 mengatakan sebagai
berikut :

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik
berwenang melakukan penangkapan.

2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu
berwenang melakukan penangkapan.

Tidak cocok karena ternyata bukan saja penyidik (menurut definisi) tetapi
juga penyelidik dapat melakukan penangkapan. Bahkan setiap orang dalam
hal tertangkap tangan dapat melakukan penangkapan. Juga alasan
penangkapan, ternyata bukan saja untuk kepentingan penyidikan tetapi juga
untuk kepentingan penyelidikan. Jadi, definisi tersebut perlu diperbaiki.®

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan dijelaskan
didalam Pasal 17 “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga

keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”,

seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana, dan dugaan yang kuat

6 Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h.128-
129.
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itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Sampai sekarang masih ada
bahkan banyak terjadi kasus salah tangkap yang dilakukan oleh Polri, dalam hal
ini adalah penyidik. Sering dilakukanya proses penangkapan tersangka tanpa
adanya bukti permulaan yang cukup seperti yang termuat di dalam KUHAP.
Penyidik seolah-olah bertindak tanpa dasar yang sudah ditentukan, tindakan
penyidik terkesan ngawur dan asal tangkap.

Hal ini apabila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, jelas merupakan
suatu pelanggaran Hak Asasi. Dapat dikategorikan merampas kemerdekaan orang
lain, yang dimaksud merampas kemerdekaan orang lain disini adalah tindakan
penangkapan atau penahanan. Tindakan ini menurut Pasal 333 ayat (1) KUHP,
yaitu “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan
seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam
dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.

Melawan hukum sebagai bagian dari inti delik, jadi dalam dakwaan jaksa
harus tercantum dan dengan demikian hal ini harus dibuktikan untuk dapat
dipidana. Sebagaimana diketahui, banyak perampasan kemerdekaan dilakukan
berupa penangkapan dan penahanan oleh penyidik, penahanan oleh penuntut
umum dan hakim, yang semuanya harus berdasarkan Undang-Undang. Ada pula
penahanan yang bersifat preventif administrasi, misalnya dilakukan oleh pejabat
imigrasi terhadap orang asing yang akan dideportasi karena melanggar undang-
undang keimigrasian. Bahkan setiap orang dapat menangkap orang yang
tertangkap tangan melakukan delik dan membawanya ke penyidik terdekat

berdasarkan KUHAP.
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Kemerdekaan yang dimaksud disini adalah kemerdekaan bergerak,
demikian diputuskan oleh Hoge Raad, 3 januari 1921. Hambatan terhadap
kemerdekaan bergerak bukan saja berupa pengurungan dan penawanan, tetapi
juga paksaan psikologis, cukup dengan itu kemerdekaan bergerak seseorang
dihambat. Pengertian “Ruangan” di dalam ayat terakhir Pasal ini harus diartikan
luas, meliputi pula mobil. Tidak termasuk perampasan kemerdekaan, jika seorang
dengan sukarela dengan memakai nama orang lain yang telah dijatuhi pidana
hilang kemerdekaan, masuk ke dalam penjara. Rumusan Pasal ini tidak disebutkan
unsur kekerasan dan ancaman kekerasan karena dengan sengaja dan melawan
hukum itu pada umumnya delik ini dilakukan dengan paksa, walaupun dapat juga
tanpa kekerasan, misalnya seseorang yang telah ditahan berdasarkan Undang-
Undang, tetapi setelah habis masa tahanannya ia tetap ditahan atau diteruskan
masa penahanannya.

Arti penahanan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP,
“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh
penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. “Menahan seseorang
berarti orang itu diduga telah melakukan salah satu tindak pidana yang ada dalam
ketentuan passal ini”’

Unsur-unsur dari Pasal 333, yaitu:

a. Perbuatan “menahan/ merampas kemerdekaan”.

b. Yang ditahan “orang”.

" Yudowidagdo Hendrastanto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan
Ismunarto Agus, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.
129.
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c. Penahanan terhadap orang itu untuk melawan hak.
d. Adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum.

Pasal 333 KUHP ini hanya melindungi kemerdekaan badan seseorang,
bukan kemerdekaan jiwa, harus adanya perbuatan yang menyentuh badan
seseorang yang ditahan, misalnya diikat tangannya sehingga sulit bergerak. Pasal
334 KUHP, mengandung unsur kesalahan berupa culpa (kelalaian) dalam
menahan orang dengan melanggar hukum. Misalnya, peristiwa yang terjadi dalam
suatu pabrik seorang buruh masih ada dalam suatu kamar yang dikunci dari luar
oleh seorang petugas yang mengira bahwa kamar itu sudah kosong.

Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-
Undang HAM). “Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan
seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun
tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau
kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan,
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan
benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia
secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan
Yang Maha Esa. Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak untuk
mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak

keamanan, dan hak kesejahteraan merupakan hak yang tidak boleh diabaikan atau
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dirampas oleh siapapun, seperti yang tercantum pada rumusan hak asasi manusia
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia Tap MPR
No. XVII/MPR/1998.

Hak asasi manusia pada hakekatnya merupakan hak kodrati yang melekat
dalam setiap diri manusia sejak dilahirkan. Pengertian ini megandung arti bahwa
HAM merupakan karunia dari yang maha kuasa kepada setiap umatnya. Hak
Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-
hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi manusia
adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan
dengan kelahirannya, atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Hak Asasi bersifat umum (universal), karena diyakini beberapa hak
dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Dasar dari
hak asasi, bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang
sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Hak Asasi manusia bersifat supralegal,
artinya tidak bergantung kepada adanya suatu negara atau Undang-Undang
Dasar, maupun kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi,
karena hak asasi manusia dimiliki manusia bukan karena kemurahan atau
pemberian pemerintah, melainkan karena berasal dari sumber yang lebih tinggi.
Disebut HAM karena melekat pada eksistensi manusia, yang bersifat universal,
merata dan tidak dapat dialihkan.

HAM bersifat kodrati, sebenarnya ia tidak memerlukan legitimasi yuridis
untuk pemberlakuannya dalam suatu sistem hukum Nasional maupun

Internasional. Sekalipun tidak ada perlindungan dan jaminan konstitusional
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terhadap HAM , hak itu tetap eksis dalam setiap diri manusia. Gagasan HAM
yang bersifat teistik ini diakui kebenarannya sebagai nilai yang paling hakiki
dalam diri manusia. Namun karena sebagian besar tata kehidupan manusia
bersifat sekuler, maka eksistensi HAM memerlukan landasan yuridis untuk
diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia.
Hak Asasi Manusia adalah Hak seorang manusia yang sangat asasi yang tidak
bisa diintervensi oleh manusia di luar dirinya atau kelompok atau oleh
lembaga-lembaga maupun untuk meniadakannya. Hak Asasi Manusia, pada
hakekatnya telah ada sejak seorang manusia masih berada dalam kandungan
ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga pada suatu saat ia
meninggal dunia.®
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang HAM “Setiap orang yang ditangkap,
ditahan dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap
tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang
Pengadilan dan diberikan segala jaminan Hukum yang diperlukan untuk
pembelaannya, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”.
Prosedur penyelesaian suatu tindak pidana ditentukan didalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, Salah satunya mengatur mengenai tugas dan wewenang polri serta
hak-hak tersangka atau terdakwa. Pengaturan secara berimbang ini tidak lain
dimaksudkan agar dalam pemeriksaan perkara, saksi, tersangka/terdakwa
mendapat perlakuan yang memadai dengan tetap menjunjung hak asasi
manusia.’
Salah satu contoh kasus yang sempat menghentakan Dunia Hukum
Indonesia adalah kasus salah tangkap Imam Khambali alias Kemat, Devid Eko

Priyanto (Devid dan Kemat), dan Maman Sugiyanto oleh penyidik Polres

Jombang, Jawa Timur. Devit dan Kemat di tangkap oleh Polisi Resort Jombang

8 Harahap A. Bazar dan Sutardi Nawangsih, Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya,
Pecirindo, Jakarta, 2006,h.6.

% Weda, Made Dharma, Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana, Guna Widya, Jakarta,
1999, h.22.
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dengan tuduhan pembunuhan atas korban 'Asrori' di kebun tebu. Mereka divonis
oleh Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Kemat divonis 17 Tahun penjara dan
David divonis 12 Tahun penjara. Sedangkan, Maman masih berstatus terdakwa di
PN Jombang.

Tak terima dengan putusan itu, baik Kemat maupun Devid mengajukan
Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Setelah setahun lebih
mendekam di penjara dengan tuduhan pembunuhan yang tak pernah mereka
lakukan, Mahkamah Agung menyatakan mereka bukan pembunuh Asrori. Kemat
dan David akan dibebaskan setelah majelis hakim yang menangani kasus mereka
menerima salinan putusan Peninjauan Kembali MA. Kedua terdakwa dinyatakan
tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Asrori setelah adanya bukti baru.

Peninjauan Kembali (PK) terpidana pembunuh ‘Asrori' di kebun tebu
Imam Hambali alias Kemat dan David Eko Priyanto dikabulkan (MA). Majelis
hakim agung yang dipimpin oleh Djoko Sarwoko dan beranggotakan Artidjo
Alkostar dan | Made Tara memutus permohonan kedua terpidana ini, Permohonan
PK dikabulkan. Artidjo mengatakan majelis menerima novum atau bukti baru
yang diajukan oleh kuasa hukum kedua terpidana. la mengatakan ada dua novum
yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Pertama, hasil tes DNA yang
dilakukan Laboratorium Pusdokkes Polri yang menyebutkan korban pembunuhan
di kebun tebu bukan Asrori sebagaimana dakwaan jaksa serta putusan (PN)
Jombang.

Hasil tes DNA itu membuktikan korban pembunuhan itu adalah Fauzin
Suyino. Kedua, novum berupa pengakuan Very Idham Henyansyah alias

Ryan dari hasil pemeriksaan kepolisian, Ryan memang mengaku bahwa ia
telah membunuh Asrori dan menguburkannya di halaman belakang
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rumahnya. Intinya adalah hasil tes DNA dan pengakuan Ryan, ujar Artidjo
menyebut ratio decidendi putusan PK tersebut. Dengan putusan tersebut, MA
akan memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabat kedua terpidana.
Meski sempat menjalani hukuman sejak Oktober 2007, keduanya tidak akan
memperoleh kompensasi apapun dari negara. Sedangkan terdakwa Maman,
masih tetap harus menjalani persidangan meski sekarang sudah jadi tahanan
luar.

Bebasnya Devid dan Kemat ini terungkap setelah Ryan, pelaku
pembunuhan berantai mengaku sebagai pembunuh Asrori dan mengubur
mayatnya di belakang rumah. Semula polisi menduga Asrori dibunuh Kemat cs.
Belakangan diketahui, korban yang semula diduga Asrori adalah Fauzin Suyanto,
pembunuhan Fauzin yang sebenarnya juga sudah ditangkap.

Kasus ini disambut Ketua MA Bagir Manan kala itu merasa bersimpati,
bagir pernah menjanjikan agar segera memutus permohonan PK tersebut begitu
sampai ke MA. MA berjanji bila perlu seminggu PK-nya diproses dan diputus,
tegasnya beberapa waktu lalu. Bahkan, ia mengusulkan agar kedua terpidana itu
segera dibebaskan. Menurut Bagir, keduanya tidak layak berada di tahanan.
Memang Bagir keburu pensiun sebelum permohonan PK itu datang ke MA.
Namun, melihat putusan PK yang baru diputus ini tampaknya sudah sesuai
dengan harapan Bagir.

“Kadiv Humas Mabes Polri Abu Bakar Nataprawira ikut angkat bicara

seputar putusan ini. Kita sih tidak ada masalah dengan putusan itu, lagipula

penyidik yang melakukan salah tangkap itu sekarang sudah diproses di Polda

10 News. liputan6.com/kompas.com
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Jawa Timur. Ketiga terdakwa itu memang pernah mengatakan dipaksa oleh polisi
untuk mengakui telah membunuh Asrori”. 1

Melihat kasus tersebut membuktikan bahwa setiap warga negara bisa saja
menjadi korban salah tangkap yang dilakukan oleh Polri, selama Polri tidak
melaksanakan prosedur penyidikan dan penangkapan sesuai Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku. Seharusnya proses penyidikan Polri terhadap pelanggar
hukum harus dimaknai dalam kerangka pelindung, pengayom dan pelayanan
kepada masyarakat.

Persepsi masyarakat terhadap Polri sebagai sosok yang menakutkan, harus
disadari oleh Polri bahwa hal tersebut sebagai suatu dampak negatif yang harus
segera dihilangkan. Cara-cara bertindak seluruh jajaran Polri harus tetap
menghormati Hak Asasi Manusia dengan mengacu pada asas praduga tidak
bersalah, menerapkan ketentuan KUHAP secara benar dan menjunjung tinggi
harkat dan martabat, memperhatikan etika kesopanan dan menghindari
penyalahgunaan wewenang. Apabila itu bisa diterapkan oleh seluruh jajaran Polri
secara terus-menerus dan konsisten, maka akan dapat membangun sosok Polri
yang simpatik dalam menjalankan tugas (penyidik) penegakan hukum dalam
tindak pidana.

Sebenarnya penyimpangan-penyimpangan dalam proses penyidikan tidak saja
terjadi di Indonesia, akan tetapi juga terjadi di Negara-Negara maju. Pada
tanggal 9 Desember 1975, perserikatan Bangsa-Bangsa telah menghasilkan
Deklarasi anti penyiksaan dan tindakan hukum atau hukuman yang kejam,
tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia atau declaration
agamst torture and other Cruel, in human or Degrading treatment or

punishment. Deklarasi tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Convention
Agamst Torture and Other Cruel, In human, Degrading Treatment and

1 News.liputan6.com/kompas.com
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Punishment (Konvensi menentang Penyiksaan atau Hukuman yang kejam,
Tidak manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.?

Aparat penyidik di tuntut untuk mempunyai kepekaan terhadap rasa
keadilan dan peningkatan rasa aman untuk masyarakat terhadap masalah-masalah
yang ada, menempatkan settiap tersangka sebagai manusia dan menerapkan asas

praduga tak bersalah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Penyidik).

3. Tujuan Penelitian
Untuk menjelaskan perlindungan Hukum terhadap korban salah tangkap

yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik).

4. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Penelitian Secara Teoritis :

Mempelajari dan memahami lebih dalam lagi mengenai tindakan-tindakan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik) dalam perkara pidana
khususnya kasus salah tangkap dan memperkaya pengetahuan di bidang Hukum

khususnya mengenai Hukum Acara Pidana.

12 Sahetapi, J.E., lllegally Secured Evidence, Yuridika No. 5 & 8 Tahun XI1I, September-
Desember, 1998, h.25.
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b. Manfaat Penelitian Secara Praktis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan
pegangan bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Penyidik) dalam penerapan proses penyidikan dengan memperhatikan
asas praduga tak bersalah untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tidak ada
lagi pemeriksaan tersangka tindak pidana dengan menggunakan pendekatan
secara Intimidasi (penyiksaan), melainkan dengan menggunakan pendekatan

psikologis.

5. Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah “Yuridis Normatif vyaitu
berdasarkan Asas-Asas Hukum, kaidah-kaidah hukum dan Peraturan Perundang-
Undangan”®® atau buku-buku / literatur yang berkaitan dengan salah tangkap dan
perlindungan Hukum terhadap korban salah tangkap oleh penyidik.
b. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini
adalah “statute approachdan conceptual approach. Statute approach (pendekatan

Perundang-Undangan)”*

adalah pendekatan masalah berdasarkan pada Peraturan
Perundang-Undangan. Sedangkan pendekatan kasus“(caseapproach) adalah

pendekatan masalah berdasarkan kasus-kasus hukum”®®, serta memperhatikan

13 Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.
93.

1% I bid

15 Ibid, h.119.
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pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan dalam penulisan

skripsi ini.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di dapat dari
perpustakaan, buku-buku literatur dan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

1) Sumber Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat meliputi Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2) Sumber Hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang / menjelaskan
sumber hukum primer yang terdapat di dalam buku-buku literatur dan hasil
penelitian.

d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam skripsi ini bahan hukum diolah dengan cara mengelompokkan

Asas-Asas Hukum Acara Pidana yang berlaku bagi semua tindak pidana

kejahatan, baik itu tindak pidana biasa maupun tindak pidana khusus dengan

segala bentuk kesalahan tindakan penyidik dalam menentukan tersangka,
penangkapan tersangka (jumlah kasus salah tangkap yang semakin meningkat)
dan mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap. Menggunakan

buku-buku perpustakaan, buku-buku literatur, Peraturan Perundang-Undangan
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yang berhungungan dengan salah tangkap dan perlindungan hukum terhadap
korban salah tangkap oleh penyidik.
e. Analisis Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui
studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang
tekait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum
yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis
untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang
bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat
umum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan dan literatur, yang
kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang
dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat
khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti
mengkaitkan pengertian antara Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta
pendapat para sarjana.

Menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu cara penelitian
yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap suatu keadaan atau gejala-
gejala yang ada dalam realita masyarakat dengan menggunakan penalaran yang

bersifat umum ke yang khusus.*®

163aebani Beni Ahmad, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2008, h. 100.
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6. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini diawali dengan bab pertama, yaitu
pendahuluan yang berisikan gambaran umum permasalahan, yang merupakan
pengantar pembahasan pada bab berikutnya. Terdiri atas Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan
Pertanggung Jawaban Sistimatika Penulisan.

Bab kedua Tinjauan Pustaka merupakan tinjauan teori-teori yang ada
kaitannya dengan pembahasan.

Bab ketiga Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap,
menuangkan seluruh isi pikiran dalam membahas semua permasalahan yang
menyangkut dari judul skripsi tersebut.

Bab keempat Penutup adalah bagian terakhir dari penelitian ini yang

berisikan Kesimpulan dan Saran.



